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PENETAPAN PENSIUN POKOK MANTANl PEJ‘A'BAT NEGARA

Menimbang :

Mengingat |
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DAN JANDA/DUDANYA

' PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ‘derigan adanya perubahan gaji pokok Pejabat Negara
yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Aprll 2000 terdapat

perbedaan pensiun pokok antara mantan PeJabat Negala yang |

dipensiun sejak bulan Apn] 2000 dengan yang dlpensmn ‘

e S

sebelumnya; .
. riil Y

bahwa sehubungan dengan hal tersébut di atas’ dipandang
perlu menetapkan kembali pensmn pokok bagi mantan Pejabat

Negara yang dlpensmn sebelum bulan Aprll 2000 dengan

Y ,
Peraturan Pemermtah

[

T

a S e Al
. Pasal 5 ayat (2) Undang-’Undané' Daszlir 1945;

. ‘Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 ieritang Hak

Keuangan/Adtninistrat’if Pimpinan dan Anggota Lembaga

R Tertinggi/Tiﬁggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi

-~ Negara (Lembaran’ Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3182); -

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 'temang- Hak
Keuangah/Administraﬁf Kepala 'Déeraﬁ/WakiI ‘Kepaja Daerah
dén’ Bekas Kepala Daerah/Bekas‘Wakil' Kepaia Dacrah ‘serta
Janda/Dudanya ( Lembaran Negara Tahu‘h 1980_ Nvomor‘ 16,

Tambahan ...



PRESIDEN Cormiay o N
REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Lembaran Negara Normor 3160) sebagalmana telah
beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 121); A

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50, Tahun 1980 tentang Hak
" Keuangan/Administratif Menteri, Negara dan Bekas Menteri
Negara serta Janda/Dudanya (Lgmbar.an,Negara- Tahun 1930
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184)
sebagaimana telah beberapa kg}i ‘diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 TahLm 2000 (Lembaran

Anae

Negara Tahun 2000 Nomor 122), ‘

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5. Tahun 1996 tentang Hak
Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh dan Mantan Duta B‘esar.' Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh serta Janda/Dudanya (Lé&béfﬁh 'Negara Taﬁun 1996
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3622)

.sebagaimana telah _diubah denlgan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tenfang Gaji
Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan
Anggoté Lembaga Tinggi Negara serrta Uang Kehormatan
Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 150); |

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tenfang Hak

Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara

Nas_ional ...



Menetapkan :

. Mantan Pejabat Negara adalah :
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Nasional Indon_esia.p dan Pejabat lain yang kedudukanﬁya atau
pengangkatannya setingkat ataur;"di_serai'gikar_l dengan Menteri

Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 151);

MEMUTUSKAN : "+

PERATURAN. PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
PENSIUN POKOK MANTAN PEJABAT NEGARA DAN
JANI)A/DUDANYA ' |
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Pasal 1 |

Dalam Peratura_ﬁ Pemerintah ini yﬁﬁg‘!ﬂ'imalﬁéiid dengan :

S 1‘:.|vr’|

. saf dan
a. Mantan Menteri Negara; S
b. Malntan Ketua,.Wakil Ketua Majélis Pérmusyawarata_n
Ra'kyat/Majel.is‘ Permusyawaratan Rakyat Sementara,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan
Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk maritan
Ketua dan Wakil Ketua Badan'Pekerja Komite Nasional

Indonesia Pusat dan Dewan Pengawas Keuangan; .

c. Mantan Anggota Dewaﬁ Perwakilan Rakyat, Dewah 4

| '?ergimbangan Agung, 'Badém_- Pemeriksa Keuangan,
| termasuk - ﬁiaritan -Anggota Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia  Pusat dan  Dewan Pengawas
'Kcuéngan; .' | | | |

d. mantan ...
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d. Mantan Ketua, Wakil Ketuva Ketua Muda dan mantan

Hakim Anggota Mahkamah Agung,

€. Mantan Duta Besar Luaf éila;la1q§ﬁl Berkuasa Penuh;

f Mantan Kepala Daerah Propinsj, mantan - Wakil Kepala
,Daeréh Probin_si‘, mantan If;epala» D_acrah Kabupaten/Kota

dan mantan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Mantan Jaksa Agung, mantan Panglima Tentara Nasional

Indonesia, dan mantan Pejabat [ain yang kedudukannya atau

pengangkatannya setingkat atau diSétarakan dengan Meriteri
Negara adalah Jaksa Agung, Pangllma Tentara Nasional
Indonesia, dan. Pejabat lain yang " kedudukannya atau
pengangkatannya setingkat 2'1tz|iu;diseta1'aka11 dengan Menteri
Negaré yang diberhentikan ":der"lg:zi‘r'x hormat dari jabatannya

yang hak keuangan/admlmstralttfnya disamakan dengan

Menteri - Negara serta Janda/Dudanya sesuaj dengan.

ketentuan peraturan perunddng undangan yang berlaku.

Pasal 2 |
Dasar pensiun bagi mantan Menteri Negara yang berhenti
dengan hormat dari ,jabatannya adalah . gaji pokok

sebagaimana dimaksud dalam Peratu;an'Pemerintah Nomor

'50 Tahun 1980 tentang. Hak Keuangan/Administratif

Menteri Negara dan Bekas_ Menteri Negara Serta

Janda/Dudanya sebagaimana -telah bebérapa kali diubah,
terakhir dengan ‘Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2000.

(2) Dasar ...
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Menteri Negara.
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Dasar pensiun bagi mantan Jaksa Agung, Panglima Tentara

Nasional Indoresia dan Pejabat Tain''yang. kedudukannya

atau pengangkatannya setingkat ‘dtdu disetarakan dengan

Menteri Negara, yang berhénti ‘dengan hormat dari

jabatannya adalah, gaji' poko’k‘ sebagaimana dimaksud dalam

~ Peraturan. Pemerintah Nomor-76  Tatun 2000 tentang Hak

Keuangan/Administratif Jaksa' ‘Agung,” Panglima Tentara
Nasional Indonesia dan Pejabat Lain Yang Kedudukannya

Atau Pengangkatanhya Setingkat ‘atau" Disetarakan Dengan

STEERIRNE

Dasar pensiun bagi :

a. mantan Ketua, Wakil Ketua Majells Permusyawaratan

U s
Rakyat/Majelis - Permusyawaratan Rakyat Sementara,

K

Dewan Perwakilan Rakyat Dewan ‘Pertimbangan

Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, termasyk mantan
Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja Komite Nasional

Indonesia Pusat dan Dewan Pengawas Keuangan;

b. mantan 'Anggota' Dewan - Perwakilan Rakyat, Dewan

Pertimbangan Agung, "Badan  Pemeriksa Keuangan,

termasuk mantan Anggota Badan Pekerjy Komite

Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Pengawas

- Keuangan;

c. mantan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan mantan

Hakim Ahggota Mahkamah Agung;

yang ...
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_yémg berhenti dengan horma}t Acl:ia,r.i‘ jabatannya adalah
gaji  pokok sebagaiman_q.,‘dinulills\sucl dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 75 -Tah_‘L‘llp, ZQOO tentang Gaji Pokok
Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan -
Anggota Le.mbaga Tinggi N‘egara Serta Uang

Kehormatan Anggota Leniﬁééa 'fé’rtinggi Negara.

Dasar pensiun bagi mantan Duta, Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh  yang l)é:hgpti fengan  hormat  dari
jabatannya adalah gaji pokok slql?)a:gaiirtnana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta}lhgn 1996 tentang Hak
Keuangan/Administratif Duta . Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah
diubah " dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahuq A

2000.

Dasar pensiun bagi mantan Kepala Daerah Propinsi, mantan
Wakil Kepala Daerah Pr'()pins.;i,, mantan Kepala Daerah
Kabupaten/Kota dan mantan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota  yang _berhénti dengan hormat dari
jabatannya adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam
Peratu»ran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif ~Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala

Daerah ...
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Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 2000. ’

RS

SEINSIRIEY

PaSal 3

Dasar pensiun bagi janda/dudany::l atau anak mantan Pejabat
: RV IR LA

Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya adalah gaji
. LR ]1 O [

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

ARES

Pasal 4

(1) Pensiun pokok bagi perishinan ‘ Pejabat Negara vyang
‘dipensiun sebelum bulan April 2000 disesuaikap dengan

dasar pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pensiun pokok bagi janda/dudanya atau anak mantan Pejabat |
Négara yémg berhenti dengan hormat dari jabatannya
sebelum bulan April 2000 disesuaikan dengan dasar pensiun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Pensiun pokok bagi pensiunéh Jaksa Agung, Panglima
Tentara Nasional Indonesié dan Péjabat lain ~ yang
kedudukannya atau pengaﬁgkatannya setingkat  atau
disetarakan dengan Menteri  Negara yang dipensiunkan
sebelum bulan April 2000 disésuaikan dengan dasar pensiun

sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 2.

(4) Pensiun ....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

oy
(4) Pensiun pokok bagi janda/'dudanya atau anak mahtan Jaksa
Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Pejabat
lain yang kedudukannya atau 'pengangkatannya setingkat
atau disetarakan dengan Menteri' Negara yang berhénti
dengan hormat dari jabatannya sebelum bulan April 2000
disesuaikan dengan dasar pensiun -sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3. N

‘Pasal 5
Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
dan Pasal 4 dibulatkan ke atas sehingga menjadi ratusan rupiah.

[

Pasal 6 TR

Penyesuaian pensiun pokok bagi mantan Pejabat Negara dan
mantan Jaksa Agung, mantan Panglima. Tentara Nasional
Indonesia dan mantan Pejabat lain yang kedudukannya atau
pengangkatannya seﬁngkat atau disetarakan dengan Menteri
Negara serta Janda/Dudanya atau Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusaﬁ Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 7 _

"Di atas pensiun pokok, kepada mantan Pejabat Negara dan

mantan Jaksa Agung, mantan Panglima Tentara Nasional
Indonesia dan mantan Pejabat lain yang kedudukannya atau

pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri

Negara ...
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Negara serta Janda/Dudanya atau anaknya diberikan tunjangan
keluarga dan tuhjangan beras sebagaimana berlaku bagi

pensiurian Pegawai 'Negefi Sipil.

Pasal 8 CENEEON |
Ketentuan teknis pelaksanaan Pérétdfén‘ Pemerintah ini- diatur
lebih - llanjut oleh Menteri Keui{igari'("l dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

N
R

Pasal 9 |
Pada saat Peraturan ‘Pemerintah 'mi“ lr-niulali be‘rlaku Peraturan
Pemerintah meor- 17 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun
Pokok Bekas Pejabat Negara dan JandalDudanya (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 28), dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerirll,tah' ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1

April 2000.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15. September 2000

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

-




